KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SDDUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 50 /PL.02.1-Kpt/1303/KPU-Kab/I11/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang

Mengingat

. a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota
menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubenur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sijunjung tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang . . .
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Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam  Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015...
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2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III /2020 tentang Perubahan
Atas Keputusan KPU Nomor 66 /PP.06.4-
Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman  Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok PenyelenggaraPemungutan
Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2264/ PL.02.1-
SD/01/KPU/XII/2019 perihal Pemetaan Data TPS
tanggal 20 Desember 2019;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1-SD/
01/KPU/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal
Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan

Serentak Tahun 2020;

3.Surat . ..

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




-4-
3. Surat Komisi Pemililhan Umum Nomor 119/PL.02.1-
SD/01/KPU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal
Penjelasan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1-
SD/01/KPU/1/2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PL.02.1-
SD/01/KPU/I1/2020 perihal Pencermatan DP4 tanggal 21
Februari 2021
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.
KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun
2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
beserta perubahannya.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sijunjung Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM LINDO KARSYAH

idih.kpu.go.i mbar/sijunjun



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG

NOMOR 50 /PL.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/I11/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daftar Pemilih merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam
penyelengaraan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan
kepala daerah. Baik dan buruknya daftar pemilih akan mempengaruhi baik
buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar
pemilihnya tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilu akan tidak
baik. Sebaliknya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil
pemilu akan menjadi lebih baik.

Berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah sebelumnya, daftar pemilih selalu menjadi salah
satu alasan bagi peserta pemilu yang kalah untuk mengajukan gugatan
hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), tentu KPU harus lebih serius
dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan
daftar pemilih pada pemilu sebelumnya harus dijadikan bahan evaluasi
bagi penyelenggara agar tidak terjadi pada pemilihan berikutnya.

Oleh sebab itu, untuk memastikan daftar pemilih tersusun dengan
baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung membuat pedoman
teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung serta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

b) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020
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c) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota

d) Keputusan KPU Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/ KPU/III/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 66 /PP.06.4-
Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan  Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok PenyelenggaraPemungutan
Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

e) Surat Ketua KPU RI Nomor 2264/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2019
tanggal 20 Desember 2019 perihal Pemetaan Data TPS

f) Surat Ketua KPU RI Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/1/2020 tanggal 28
Januari 2020 perihal Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan
Serentak Tahun 2020.

g Surat Ketua KPU RI Nomor 119/PL.02.1-SD/01/KPU/I1/2020 tanggal
12 Februari 2020 perihal Penjelasan Surat KPU nomor 68/PL.02.1-
SD/01/KPU/1/2020.

h) Surat Ketua KPU RI Nomor 158/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal
21 Februari 2020 perihal Pencermatan DP4.

Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU
Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan pemutakhiran data dan
penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk
menyeragamkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung serta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Ruang Lingkup
Pedoman teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2020
dengan ruang lingkup sebagai berikut:

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Alur Kerja Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Hak Memilih

Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilihan Tahun
2020

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih

Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan

Sistem Informasi Data Pemilih

Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih

Ketentuan Lain-lain

Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1)

2)

3)

4)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut
Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi
dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara
langsung dan demokratis.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut
Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling
akhir.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU
Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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6)

7)

8)

9)
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Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan
lain.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan /pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang tentang Pemilihan.

10) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang tentang Pemilihan.

11) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut

Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



-6-

Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah kabupaten/kota.

12) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan
di wilayah kecamatan atau nama lain.

13) Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah
petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan
lain.

14) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP,
adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan
lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

15) Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

17) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

18) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya
disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan
data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat
Pemilihan diselenggarakan.

19) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah
daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan
umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.

20) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang
telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

21) Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah
daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun
memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan
tanggal pemungutan suara.

22) Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah
daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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23) Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui
data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau
Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten /Kota
dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan
dilakukan Pencocokan dan Penelitian.

24) Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi
informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam
menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis,
mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar
Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.

25) Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah
kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih
dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan
dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan
Pemilih.

26) Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon
bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan
yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

27) Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman
Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.

28) Hari adalah hari kalender.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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BAB II
ALUR KERJA PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN TAHUN 2020

1. Alur Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Tahun 2020

SINKRONISASI DPT
TERAKHIR DENGAN

PENYAMPAIAN DAN
PENGUMUMAN HASIL

PENERIMAAN DP4

DP4 SINKRONISASI

23 - 25 JANUARI 2020 26 JANUARI 2020 -

22 MARET 2020 21 - 23 MARET 2020

2. Alur Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun
2020

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TRHUN 2020 VI SuMaTERS BaraT
PENCOCOKAN & REKAP OLEH PPS REKAP OPS
PENELITIAN DISAMPAIKAN KE PPK OLEH KPU KAB/ KOTA
18 Ape aid 17 Mei 2020 3 nidd 5 Jun 2020 9 wd 18 Jun 2020
& 'Y
¥ b Y
PENYUSUNAN REKAP OLEH PPK REKAP DPS
DAFTAR PEMILIH DISAMPAIKAN KE OLEH
OLEH PPS KPU KA/ KOTA KPU PROVINSI
11 Mei sid 2 Jun 2828 € 3d 8 Jun 2020 19 »/d 20 Jun 2020
PENYAMPAIAN DPS PERBAIKAN
KE PPS MELALULI PPK PERBAIKAN DPS OLEH PPK & PENYAMPAIAN
KPU KAB/ KOTA OLEH PPS KE KPU KAB! KOTA
18 wid 22 Jun 2026 3 0id 7 Jul 2020 11 9/d 13 Jul 2020
4 £ 4
\d v ¥
WASYARAKAT oLen pe8s e
TR REKAP DPS & MENJADI DPT

TENTANG PENYAMPAIAN KE PPK OLEH KPU KAB/ KOTA

23 Jun w'd 2 Jui 2020 8 wid 19 Jul 2020 13 34 20 Jul 2020

PENYAMPAIAN DPT
OLEH KPU KAB/ KOTA

KE PPS
21 wid 30 Jui 2020
REKAP OPT

OLEH KPU PROVINSI

21 /d 22 Jul 2020

PENGUMUMAN DPT

OLEH PPS
1 Agust s/d 22 Sep 2020

FPL Provinel Sumatans Berst g} 8 SUMBER : PKPU 16 TAHUN 2019

3. Alur Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan
Tahun 2020 :
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NO|  TAHAPAN

TUGAS

FORMULIR YANG DIGUNAKAN

KODE

NAMA

DAFTAR PEMILIH

KPU Kab/Kota

Menyusun Daftar Pemilih untuk tiap TPS paling
banyak 800, berdasarkan data hasil sinkronisasi
dari KPU dan menyam paikannya kepada PPS

MODEL A-KWK

|Daftar Pemilih

Pasal 10 PKPU 18/2012

N

COKLIT

DAN PENELITIAN)

(PENCOCOKAN |PPDP

Melakulan kegiatan Pencocokan dan Penelitian

Daftar Pemilih

Mencatat pemilih yang memenuhi syarat tetapi

2 belum terdaftar dalam daftar pemilih
menggunakan Formulir Model A A-KWK

slbrmquPemiilTlﬁﬁm(lhnmmi
syarat)

4 Memperbaiki Data Pemilin jika terdapat

kesalahan

Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan

1

5

MODEL A-KWK

MODEL A A-KWK

MODEL AA1-KWK

MODEL AA2-KWK

MODEL A A 3-KWK

Daftar Pemilih
Daftar Pemilih Baru

Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan
Penelitian

lLaporan Hasil Cokit PPDP

Pasal 11 PKPU 1872019

w

DPS
(DAFTAR
PEMILH
SEMENTARA)

PPS

Menerima, kelengkapan dokumen dan
memeriksa hasi cokit PPDP

2 Menyusun DPHP

3 Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP

4 Menyam paikan harcopy dan sofcopy DPHP
kepada PPK
Mengumumian DPS pada tempat yang mudah
5 dijangkau untuk mendapatkan tanggapan
masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah
menerima DPS

MODEL A B-KWK

MODEL A 1-KWK

MODEL A A3-KWK

Laporan Hasil Colit PPOP
Daftar Perubahan Pemifih Hasil
Pemutakhiran

MODEL AB 1-KWK | Relkapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil

Pemutakhiran Desa/Keiurahan

Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan
{tidak menam pilikan NIK dan nomor KK
{secara utuh (diberi bintang 6 digit terakhir)

Pasal 11A PKPU 192019

Pasal 12 PKPU 19/2019

Pasal 17 PKPU 18/2019

PPK

1 Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP

Menyam paikan salinan Model A B 2-KWK
2 kepada KPWKPU Provinsi/KPU Kah/Kota,
Panwascam dan Tim Kampanye Paslon

MODEL AB.2-KWK

Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil
Pemutakhiran Kecamatan

Pasal 13 PKPU 182019

KPU Kab/Kota

1 Melakuikan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan
Menetapkan DPS

2 Rekapitulasi DPS

Menyam pailan salinan DPS kepada PPS melalui|

3 PPK untuk diumumian di Kantor
Desa/Kelurahan, Sekretariat/Balai RT/RW atau
tempat strategis lainnya dan di Kantor PPS
Menyam paikan salinan DPS (Softcopy pdf)

4 kepada Tim Kampanye Paslon dan Panwas
Kab/Kota untuk mendapatian masukan dan
tanggapan

5 Dapat meiakukan uji pubik DPS, untuk

mendapatian masukan dan tanggapen

MODEL A 1-KWK

MODEL A 1.1-KWK

Daftar Pemilih Sementara

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Kab/Kota

Pasal 14 PKPU 19/2019

KPU Provinsi

Melakukan Rapat Plenc Rekapitulasi DPS
Tingkat Provinsi

MODEL A 1.2-KWK

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Provinsi

Pasal 14 ayat (15) PKPU
192019

DPSHP
(DAFTAR
PEMILH
SEMENTARA
HASL

PERBAKAN) PES

Menerima usul perbaikan dari pemilih atau
anggota keluarga atau pihak yang

1 ingan mengenai isan nama
dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam
DPS dan Pemilih TMS

2 Perbaikan DPS

3\ 1 Rapat Pleno R itusi DPSHP
thnmpala\DPSdeRelapmhsi

DPSHP kepada PPK

MODEL A 2-KWK

MODEL A 1. A-KWK

MODEL A2 1-KWK

[Formuiir Tanggapan dan Masukan
Masyaralat terhadap DPS

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbailan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Desa/Kelurahan

Pasal 18 PKPU 18/2019

PPK

Melakukan Rapat Pleno Rekapitusi DPSHP
Tingkat Kecamatan

MODEL A2.2-KWK

Rekaptulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Kecamatan

Pasal 19 PKPU 22017

o

DPT
(DAFTAR
PEMLH TETAP)

KPU Kat/Kota

Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Perbaikan DPS dan Menetapkan DPT
Menyampaikan salinan DPT kepada KPUKPU
2 Provinsi, Panwas Kab/ota, Tim Kampanye

1

sekretariat/balai RT/RW atau tempat sirategis

lainnya dan arsip PPS

Menyam paikan salinan softcopy pdf kepada Tim
4 Kampanye Pasion dan Panwas dengan tidak

menam, NK dan KK utuh

MODEL A 3-KWK

MODEL A 3.1-KWK |

Daftar Pemilih Tetap

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Kabupaten/Kota

Pasal 20 PKPU 18/2019

KPU Provinsi

kan Rapat Pleno Retapitulasi DPT
Ti Provinsi

MODEL A 3.2-KWK

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi

Pasal 22 PKPU 192019

DPTb
(DAFTAR
PEMILIH
TAMBAHAN)

KPPS

Mencatat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT
ltetapi memenuhi syarat sebagai Pemiiih,
menggunakan hak pilihnya pada hari
pemungutan suara dengan dimasukian dalam
DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat
Pemilih pada KTP Eleitronik yang bersangkutan.

pry

MODEL A Th-KWK

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 23 PKPU 22017

=~

DPPh
(DAFTAR
PEMILH
PINDAHAN)

PPS

Mengeluarkan Surat Pemberitahuan DPPh
|dalam formulir Model A 5-KWK yang akan
1|digunakan untuk memiih di TPS lain paling
lam bat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
isuara.
PPS meneliti kebenaran identitas pemilih DPPh
dalam DPT
Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT,
PPS mencatat pindeah memiiih pada kolom
3|keterangan DPT dan menerbitkan surat
keterangan pindah memilih menggunakan
formulir Model A 5-KWK
PPS menyusun Daftar Pemilih Pindahan
4mmmmmuimA+wam
lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
fsuara.

[

Model A 5-KWK

Model A 4-KWK

|Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih
Pindahan)

Pasal 24 PKPU 22017

KPU Kab/Kota

Mengeluarian Surat Pemberitahuan DPPh
Idalam formulir Model A 5-KWK yang akan
1|digunakan untuk memiiih di TPS lain paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara.

Model A 5-KWK

|Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih
Pindahan)

Pasal 24 PKPU 2/2017

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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BAB III
HAK MEMILIH

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada
Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau
sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara
Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam
undang-undang. Syarat seseorang dapat didaftarkan sebagai Pemilih sebagai
berikut:

1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan
suara atau sudah/pernah kawin;

2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik;

4. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan

5. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari
pemungutan suara tetapi sudah /pernah kawin dibuktikan dengan akta
perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat
Keterangan.

Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih,
ternyata tidak lagi memenubhi syarat, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada
setiap desa/kelurahan atau sebutan lain. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1
(satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang
tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar
menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih
tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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BAB IV
PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)

Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi,
dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari
pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu. DP4 tersebut berisi data
potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci
untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) paling kurang memuat
informasi, meliputi:

1) nomor urut;

2) nomor induk kependudukan,;
3) nomor Kartu Keluarga;

4) nama lengkap;

5) tempat lahir;

6) tanggal lahir;

7) jenis kelamin;

8) status perkawinan;

9) alamat jalan/dukuh;

10) Rukun Tetangga (RT);

11) Rukun Warga (RW);

12) jenis disabilitas; dan

13) status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

meliputi:
e belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
e telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik; atau
e telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

B. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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DP4 hasil analisis. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara:
1. menambahkan Pemilih pemula;
2. menambahkan Pemilih baru; dan/atau

3. memutakhirkan elemen data Pemilih.

Maksud pemilih pemula dalam point (1) di atas adalah:

1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada
hari pemungutan suara; atau

2. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara
Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi

status sipil.

C. Penyampaian Hasil Sinkronisasi
KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai
bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

D. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir
KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman

dan/atau laman KPU.

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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BAB V
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga,
rukuntetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat
untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas
pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan
pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua)
orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus)
orang.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih:

NO Syarat PPDP Kelengkapan Dokumen

a. | tidak pernah dijatuhi Surat pernyataan tidak pernah
sanksi disiplin pegawai dijatuhi sanksi disiplin pegawai

b. | independen dan tidak Surat pernyataan independen dan
berpihak tidak berpihak pada peserta Pemilihan

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil WaliKota

mampu secara jasmani,
rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika

Surat keterangan bebas dari
penyalahgunaan narkotika dan surat
kesehatan dari puskesmas atau
rumah sakit setempat

d. | memiliki kemampuan Surat pernyataan mampu
dalam mengoperasikan perangkat teknologi
mengoperasikan perangkat |informasi
teknologi informasi
Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta ditanda tangani.

B. Penjelasan Persyaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama
sebagaimana dimaksud pada angka 1 baris huruf e, yaitu telah menjabat 2
(dua) kali periode berturut-turut sebagai Pantarlih dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, atau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008;
periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;
periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2018; dan

& L o

periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023,

. Pengumuman

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam
laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota serta papan pengumuman di
Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang
mudah dijangkau atau diakses publik.

. Penetapan, Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta
integritas.

. Bimbingan Teknis

PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari

PPS. Bimbingan teknis PPDP yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimtek PPDP dilakukan dengan prinsip efektif, efisien,
tertib, akuntabel dan professional;

2. Apabila jumlah PPDP dalam satu kelurahan/desa sedikit, pelaksanaan
bimtek PPDP dilakukan bersama PPDP dari PPS lain dengan
dikoordinasikan oleh PPK;

Waktu pelaksanaan bimtek PPDP sebelum 17 April 2020;
Sebelum pelaksanaan bimtek dilakukan pengangkatan PPDP dan
pembacaan pakta integritas PPDP;

5. Alat kerja PPDP meliputi:

Formulir Model A-KWK;

Formulir Model A.A-KWK;

Formulir Model A.A.1-KWK;

Formulir Model A.A.2-KWK,;

Formulir Model A.A.3-KWK;

Formulir Model A.B-KWK;

Buku kerja PPDP;

Alat tulis kerja PPDP;

Atribut PPDP.

PR o0 oo

o
.
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6. Pelaksanaan bimtek PPDP yang disampaikan sebagi berikut:
6.1 Materi bimtek PPDP meliputi:

a.

@ o O

Jadwal pelaksanaan Coklit;
Persiapan pelaksanaan Coklit;
Tata cara pelaksanaan Coklit;
Tata cara pengisian formulir;

Tata cara pelaporan hasil Coklit.

6.2 Memutar video bimtek PPDP yang telah disiapkan;

6.3 Dalam hal video bimtek PPDP tidak dapat ditayangkan, pemateri
menyampaikan materi menggunakan bahan yang telah disiapkan

dalam format power point;

6.4 Selama pemberian materi menggunakan angka (6.2) dan/atau
(6.3), PPDP diminta membuka buku kerja PPDP sehingga PPDP
paham dan dapat bekerja menggunakan buku kerja secara efektif

dan efisien;

6.5 Penyampaian materi menggunakan prinsip-prinsip pendidikan

orang dewasa.

F. Ketentuan Lain

Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau
wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan
mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP
dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota

setempat.

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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BAB VI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyusunan Daftar Pemilih
KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil
sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap
TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain
yang berbeda, pada TPS yang sama,;
al. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau
nama lain, pada TPS yang berbeda;
a2. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang
berbeda;
b. memudahkan Pemilih;
c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang

waktu pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih kepada:
1. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
2. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. Pemetaan TPS
KPU Kabupaten Sijunjung melakukan pemetaan TPS berdasarkan Data

Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir. Tata cara

pemetaan TPS sebagai berikut:

1. Memperhatikan data TPS hasil Pemilihan Terakhir;

2. Hasil DPT Pemilu 2019 per TPS disesuaikan dengan alokasi batasan
jumlah pemilih maksimal 800 pemilih per TPS. Penyesuaian tersebut
dikarenakan dalam Pemilu 2019 batasan jumlah pemilih per TPS
sebanyak 300 pemilih;

3. Mengidentifikasi terhadap pemilih yang dalam satu keluarga berbeda
TPS untuk disatukan dalam TPS yang sama.

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Melakukan penyortiran pemilih dalam satu desa/kelurahan dengan
urutan:

¢ Dusun/dukuh/kampung atau nama lain;

e RW;

e RT;

¢ Nomor KK;

e Alamat Pemilih.
Melakukan penyusunan pemilih per TPS dengan batasan maksimal 800
pemilih dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada pada pasal 10
ayat (2) PKPU 19 Tahun 2019.

C. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPDP

melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

da

U

10.

mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar
dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

mencoret Pemilih yang telah meninggal;

mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi
status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya
setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau
pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;

mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis
disabilitas; dan

mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan

merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir

Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara
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langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya
dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit
PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan
menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit
pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan
menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model
A.A.3-KWK dan menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS,
meliputi:

1. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
2. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
3. formulir Model A.A.1-KWK; dan

4. formulir Model A.A.3 KWK.

PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda
pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.

D. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

1. PPS menerima hasil coklit PPDP dengan melakukan kegiatan sebagai

berikut:

a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;

b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP;

c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan
rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.

2. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau
tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki
hasil Coklit.

3. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil
Coklit oleh PPDP.

4. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh
PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi
syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan
menggunakan formulir Model A.B-KWK.

E. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
1. Tingkat Kelurahan
a) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
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PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi
kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah
PPDP melakukan Coklit.

Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam
rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye
Pasangan Calon.

Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan
Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan
dalam rekapitulasi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada point (e) harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,
nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.

PPS menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK,
PPL dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran
kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan
hardcopy.

. Tingkat Kecamatan

PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di
wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil
pemutakhiran dari PPS.

Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan
ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
PPK.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.

Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat
kekeliruan dalam rekapitulasi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,
nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
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PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.

PPK menyusun rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran
dengan menggunakan formulir Model A.B.2-KWK.

Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:

1. KPU Kabupaten/Kota;

2. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;

3. Panwas Kecamatan; dan

4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

F. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
1. Tingkat Kabupaten/Kota

a)

b)

d)

g)

h)

Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran
dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar
Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno
terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota,
Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan
urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten/Kota atau Tim
Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,
nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data
yang ditunjukkan terbukti benar.

KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir
Model A.1.1-KWK.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-
KWK disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi,

2. KPU melalui KPU Provinsi;

3. Panwas Kabupaten/Kota;

4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
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S. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan
sipil setempat.

i) KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS menggunakan
formulir Model A.1-KWK.

j) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS kepada PPS
melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan
sebagai:

1. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun
Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

3. PPS

k) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam bentuk
softcopy dengan format Portable Document Format (PDF) kepada Tim
Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota, untuk
mendapat masukan dan tanggapan.

1) Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk
comma separated values dengan tidak menampilkan informasi
nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih

secara utuh.

2. Tingkat Provinsi
KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari
KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model A.1.2-KWK.

G. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih
Sementara (DPS)

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan
tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor
kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan
masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS

KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu
oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan.

H. Perbaikan DPS oleh PPS
1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau

identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
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Selain usulan perbaikan elemen data pemilih yang terdapat dalam DPS,
Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat
memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang
Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetapi belum
terdaftar dalam DPS;

b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas)
tahun;

c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang
berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Pemilih sudah meninggal dunia;

e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain
tersebut;

f.  Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Pemilih

Usulan perbaikan DPS disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan
dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk
diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih
yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat
diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah
diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai

Pemilih.

Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan

Tingkat Kelurahan

a) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dengan
menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.

b) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat
dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
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PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan
masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data
autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk
kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil
perbaikan kepada PPK.

Tingkat Kecamatan

a)

b)

g

PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima
hasil perbaikan DPS dari PPS dengan menggunakan formulir Model
A.2.2-KWK.

Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan
ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
PPK.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.

Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat
kekeliruan dalam rekapitulasi.

Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis
berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir
Pemilih, dan lokasi TPS.

PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.

PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan
kepada:

1. KPU Kabupaten /Kota;

2. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;

3. Panwas Kecamatan; dan

4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

J. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tingkat Kabupaten/Kota

i 8

a)

Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU
Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan
menetapkan DPT.
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Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno
terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten /Kota.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten /Kota,
dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim
Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,
nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data
yang ditunjukkan terbukti benar.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT dengan menggunakan
formulir Model A.3-KWK.

KPU Kabupaten /Kota menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir
Model A.3.1-KWK.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT
kepada:

1. KPU Provinsi;

. KPU melalui KPU Provinsi;

. Panwas Kabupaten /Kota;

. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

g A~ W N

. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan

catatan sipil setempat.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT

kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk

digunakan sebagai:

1. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun
Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

3. arsip PPS

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam bentuk

softcopy dengan format Portable Document Format (PDF) kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas

Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



)

“25.

KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk
softcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV),
apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon
tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat
kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten /Kota.
Salinan DPT yang diberikan tidak menampilkan informasi nomor
induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara
utuh.

. Tingkat Provinsi

a)

b)

d)

g)

h)

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi

DPT dari KPU Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota KPU Provinsi.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu

Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur.

Dalam rapat pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu

Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan

dalam rekapitulasi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

KPU Provinsi menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model

A.3.2-KWK.

KPU Provinsi menyampaikan salinan formulir Model A.3.2-KWK

kepada:

1. KPU;

2. Bawaslu Provinsi;

3.setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur; dan

4. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan

catatan sipil setempat.
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i) Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta

proses pendistribusiannya.

K. Pengumuman DPT
Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota, PPS mengumumkan
DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan
informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih

secara utuh.
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BAB VI
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah
daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun
memenubhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal
pemungutan suara.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai
Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan
dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang
bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemilih Pindahan

Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah
daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Daftar Pemilih Pindahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar
dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat
menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan
terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu
wilayah.

Pemilih dapat didaftarkan dalam daftar pemilih pindahan apabila
berada dalam 8 kondisi, yaitu:

1. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

2. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga
yang mendampingi;
penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
menjalani rehabilitasi narkoba;
menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
tugas belajar;

pindah domisili; dan/atau

o & @ & W

tertimpa bencana alam.
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DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Tata Cara Mengurus Pindah
Memilih:

1. Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah
terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

2. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat
pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan
digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara.

3. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur pada point (1) dan
(2) di atas, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan
untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari pemungutan suara.
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BAB VII
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, dalam menyusun data

pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung Kkerja
penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan,
memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan
data Pemilih.

Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan data

DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih
berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk
menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan
atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh
PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih
difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
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BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Tugas KPU Kabupaten /Kota

Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam pengawasan dan pelaporan

pemutakhiran data pemilih sebagai berikut:

1.

KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan
terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima
persen) dari jumlah TPS di kabupaten/kota

KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas
Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar
Pemilih.

KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan
Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta

menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten /Kota.

Tugas KPU Provinsi

KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data

Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu

Provinsi.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah
mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar

Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit

Untuk Pemilih yang berada di Rumah Tahanan, Lembaga
Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit, langkah-langkah yang dilakukan
sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat serta
berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan
Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.

2. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara:

a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; atau

b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu
keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan.

Bencana/Konflik

Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian
daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili
maka KPU Kabupaten /Kota :

a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS
dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana
atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau

b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat
pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah

penetapan DPT.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Kerahasiaan Data Pemilih
KPU Kabupaten Sijunjung wajib menjaga kerahasiaan informasi data
pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Formulir

a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar
Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana
tercantum dalam lampiran pedoman teknis ini.

b. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sijunjung.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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BAB X
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten
Sijunjung dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran dan Penyusunan
Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2020.

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG

NOMOR 50 /PL.01.2-Kpt/ 1303 /KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO 'KODE NAMA
1 | Model A-KWK Daftar Pemilih
2 | Model A.A-KWK Daftar Pemilih Baru
3 | Model A.A.1-KWK | Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4 | Model A.A.2-KWK | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
S5 | Model A.A.3-KWK | Laporan Hasil Coklit PPDP
6 | Model A.B-KWK Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7 | Model A.B.1-KWK gt;l;z})i;:lls:;l?;ftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
8 | Model A.B.2-KWK Eglg:.l]_z::;im Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
9 | Model A.1-KWK Daftar Pemilih Sementara
10 | Model A.1.1-KWK Ezl;i;;)i;?;ijilgitar Pemilih Sementara
11 | Model A.1.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12 | Model A.1 A-KWK f‘;rﬁzg‘}:; ’II‘)al;'nggapan dan Masukan Masyarakat
13 | Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
15 | Model A.2.2-KWK g:ft?a];i:ials(ielg:;tzrtaienﬂlih Sementara Hasil

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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16 | Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap

17 | Model A.3.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten /Kota
18 | Model A.3.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi

19 | Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

20 | Model A.5-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)

21 | Model A.Tb-KWK | Daftar Pemilih Tambahan

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ....

RNUR...........

KECAMATAN

wweeeess / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DESA/KELURAHAN

TPS

Model A.A-KWK

NIK

Status

Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan

B/S/P

Jenis

Alam
at

Kelamin

L/e

Jalan/Duku
h Rt

Rw

Disabilitas

Status Perekaman
KTP-el

B/S/K

Keterangan

=

4 5 6 7

11

12

13

14

-

O | N o e s W N

-
o

[y
e

[y
L8]

[y
w

[
F-

[y
w

[y
[}

=
~

-
oo

19

Keterangan Status
perkawinan (7):

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas
(12):
1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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[ Model A-KWK
DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .......cccccrees erveecrevnees / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA e e
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .......ccoorurnan
TAHUN ...... Barcode
PROVINSI KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA DESA/KELURAHAN
TPS
Status lenis Aot Status Perekaman
No No KK NIK Nama Tempat Lahir | Tanggal Lahir |Perkawinan | Kelamin Disabilitas KTP-el Keterangan *)
B/S/P e Jalan/Dukuh Rt | Rw B/S/K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Keterangan Status keterangan disabilitas (12): Keterangan Status Perekaman *) Keterangan (14):
perkawinan (7) : 1: Disabilitas Fisik KTP-el (13): U : Ubah data 5 : Tidak Dikenal 10 : Bukan Penduduk
B : Belum Kawin 2: Disabilitas Intelektual B : Belum Rekam 1 : Meninggal 6:TNI
S : Kawin 3: Disabilitas Mental S : Sudah Rekam (Suket) 2 : Ganda 7 : Polri
P : Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik K : Sudah Rekam (KTP-el) 3 : Dibawah Umur 8 : Hilang ingatan

4 : Pindah Domisili 9 : Hak Pilih Dicabut

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




| Model A.A.1-KWK |

CONTOH
TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
TAHUN ......

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumabh :
Alamat
No. TPS
No | Nama Pemilih Ditanda tangani di ........c.cooveiiiininininnnnn.
1. Tanggal, .......ccceevnnnnnne
2.
3. Kepala Keluarga Petugas
4. /Penghuni Rumah Pemutakhiran Data
S. Pemilih
6.
7.
8. T ) [5cerinusarsmerenumnnsss )
9.
10.
11.
12.

Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
TAHUN ......

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat
No. TPS
No [ Nama Pemilih Ditanda tangani di ..........cooeiiiiiennnn
1. Tanggal, ......cooervnneianne
2. Kepala Keluarga Petugas
3. /Penghuni Rumah Pemutakhiran Data
4. Pemilih
5.
6.
7.
g  R—— ) R — )
9.
10.
11.
12.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




| Model AA2-KWK

-

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1.

2.

Logo KPU

Jenis dan Tahun Pemilihan

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian

Jumlah Keluarga

Jumlah Pemilih

Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id

10. Barcode (KPU RI)

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



L Model A.A3-KWK
LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ......cccoonnsrismusnnsnnscess | WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..........ocovervamen
TAHUN ...ccooremnnmmanasnss
PROVINSI : NO TPS
KABUPATEN/KOTA H NAMA PPDP
KECAMATAN H NIK PPDP
DESA/KELURAHAN $ NO HP
No thn Coklit L P
| | Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)
It | Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)
Il | Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat L P L+P
1. Meninggal z
2. Ganda -

3, Dibawah umur %
4. Pindah domisili =
5. Pemilih tidak dikenal N
6.TNI 5
7. POLRI "
8. Hilang ingatan &
9. Hak pilih dicabut N
10, Bukan penduduk ,
Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat 2

Jumlah Pemilih Hasil Coklit (1+11)-11 o

IV | Jumlah Data Pemilih Sesuai

V | Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)

VI | Jumlah Data Pemilih Disabilitas L P L+P

1. Disabilitas Fisik "
2. Disabilitas Intelektual =
3. Disabilitas Mental N
4. Disabilitas Sensorik %
Jumlah Pemilih Disabilitas

JUMLAH

Vil | Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)

Jumiah Stiker Digunakan

Jumlah Stiker Sisa
VIl | 1. Jumlah KK Hasil Coklit

2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan

Status Perekaman KTP-el
L P L+P

IX | 1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Mode! A - KWK dan Model A.A - KWK)

2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)

3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) { Model A - KWK dan Model A.A-KWK )

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .........ccoruann

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .........

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

TPS

wesssssasssses | WALI KOTA DAN WAKIL WALl KOTA ..c.eoeeeceecenernssannann

[ Model A.B-KWK

]

No No KK

NIK

Nama

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

at

Kelamin

L/p

Jalan/Duk
uh

Rt | Rw

Disabilitas

Status Perekaman
KTP-el

B/S/K

Keterangan *)

10 | 11

12

13

14

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Keterangan Status
perkawinan (7) :
B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12}

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13):
B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
: Pemilih Baru

: Ubah data

: Meninggal

: Ganda

: Dibawah Umur

: Pindah Domisili

BWNRCD

: Tidak Dikenal

:TNI

: Hilang ingatan
: Hak Pilih Dicabut

5
6
7 : Polri
8
9

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung

10 : Bukan Penduduk

, Tanggal, v ) e s e
Panitia Pemungutan Suara

Ketua



l A.B.1-KWK
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .....ccocuuiencenne / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ......ooooericcsenenne
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ........coevnneunne
TAHUN ......
OLEH PPS
PROVINSI KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA DESA/KELURAHAN
No. Pemilih A-KWK Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih Keterangan
L P L+P L P L+P L P L+P K P L+P

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

i

12,

13.

14.

15.

g eeemnes

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama
1. Ketua............

2. Anggota............

3. Anggota............

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung

Tanda Tangan




T, L A.B.2-KWK —I
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .....c.oourumimemsasssasnsnsen / WALI KOTA DAN WAKIL WAL KOTA ..cooooerrsnresrn
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..........coceuvnnn
TAHUN ......
OLEH PPK
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
Jumlah Pemilih A-KWK Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih

No. Nama Desa/Kelurahan g P P L P P L P ) L P Lop Keterangan

1.

2.

3.

4.

S.

6.

T

8.

9.

10.

11.

12.

13,

14,

15.

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ........
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Nama Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung

Anggota............

Anggota............

. Anggota

. Anggota............



L Model A.IkLKWK |

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..........ccooceeeveceneeneee / WAL KOTA DAN WAKIL WALI KOTA oo

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .........ccoconeecne
TAHUN ...... Barcode

PROVINSI Tinrerarssronsronsrumsanerpinss KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA LR A DESA/KELURAHAN
TPS

Alamat
Status lenis Status Perekaman

No No KK NIK Nama Tempat Lahir | Tanggal Lahir |Perkawinan | Kelamin Disabilitas KTP-el
B/s/P L/P Jalan/Dukuh Rt | Rw B/S/K

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14

[y

W o N |y Jn |& Jw N

[y
(=]

-
-

=
N

—-
w

-
F-

-
w

-
L=l

-
~

—-
o

-
w

20

Keterangan Status keterangan disabilitas (12): Keterangan Status Perekaman Ditetapkan di ................... S TANRBAL, i mrominorng secemmammesereesseems
perkawinan (7): 1: Disabilitas Fisik KTP-el (13): KPU/KIP KABUPATEN/KOTA...................
B : Belum Kawin 2: Disabilitas Intelektual B : Belum Rekam Ketua

S : Kawin 3: Disabilitas Mental S : Sudah Rekam (Suket)

P : Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik K : Sudah Rekam (KTP-el)

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




KOMIS)

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

.
*  ssmsssssssssssnssssanss

| Model A.1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .........cccoessnsceressensans / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ... eesnenes
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ........occcrerere
TAHUN ......
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

2
o

Nama Kecamatan

Jumlah Jumlah TPS Jumlah Pemilih

Keterangan
Desa/Kel L P L+P

o ol el ol Rl Bl ol £

Naeey sessssrsbEssRRiesbnnaine

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA........coove..

Nama Tanda Tangan
L Ketuainas

2. Anggota............

3. Anggota............
4.  Anggota............

5. Anggota...........

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .........cccecrnucnc S—
TAHUN ......

OLEH KPU PROVINSI/KIP ACEH

| Model A.1.2-KWK

PROVINSI e R e e e P e
KABUPATEN/KOTA ! ccciiinimncccssssnessisnsssisnns
No. Nama Kabupaten/Kota Jumlah Jumlah Jumiah Jumlah Pemilih Keterangan
Kec Desa/Kel TPS L P L+P
1
2
3
4
5
6
s
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh Tanggal ........
KPU PROVINSI/KIP ACEH
Nama Tanda Tangan
1. Ketua
2, ANEEOta s
3. Anggota e
4. Anggota
5. ANGBOE  ———— e ————
6. Anggota *)
7. Anggota ®) s

Catatan : *) Disesuaikan dengan jumlah Anggota KPU Provinsi/KIP

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




[ Model A. 1. A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ........ccccvuevuenee. / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ..o

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ......cccocemunee

Pada hari ..............., tanggal..........c.cc.c....... KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *)........cc.o............ MmENEriMa
tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama

NIK

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Sebagai Bagian ¢ Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No Jenis Tanggapan dan Masukan Jumlah
1. Kesalahan elemen data pemilih

2. Pemilih belum terdaftar e,

3. Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3: laiiVaususammnsssn R

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai

bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati..................... /Wali Kota dan Wakil Wali
Kota.......ce..e.../Gubernur dan Wakil Gubernur................Tahun......
Tertanda
KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS *) Pemberi Tanggapan dan Masukan
[oeenssitnm i )
Cassmmarmninmsriisssiss s )
*) Coret yang tidak periu

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



{ Model A.3.1-KWK
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ........ccoveernrnrereereeneens / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ... enrannanns
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ........ccccocunuenne
TAHUN ......
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA  : .cviinminsnmssssinsssnsssnanns
Jumlah Jumlah Pemilih Keterangan
Jumlah TPS
No. Nama Kecamatan /Kel u n P P

I;

2

3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal ........
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.........cccuvenne

Nama Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




| ModelA3.2-KWK |

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .........ooennennnnnsssnenness / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ......ooccecerenscrvemsnnnnns
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ........c.ecoueune

OLEH KPU PROVINSI/KIP ACEH
PROVINSI S enussssssmssasnanEsessRssRERRRRRRaS

Jumlah
Nama Kecamatan gt Jumlah TPS Jumish Pemith Sucatangen

Desa/Kel L P L+P

2
o

0100 | ~Aj o L b | L [ =

shaap saernes

Disahkan dalam rapat pleno KPU PROVINSI/KIP ACEH Tanggal

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA..........covrueee
Nama Tanda Tangan
O (L e
2. Anggota............
3. Anggota............
4. Anggota............
5. Anggota............

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .....ooceomieimrenssessaseanas / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ......ccccooveeennens

KECAMATAN

L e DESA/KELURAHAN

TPS

[ Model A3-KWK

Barcode

No KK

NIK

Status Jenis Alamat

Disabi

Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir |Perkawinan | Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh

Rt

Rw

litas

Status
Perekaman

KTP-el
B/S/K

Keterangan *)

4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

17

Keterangan Status

perkawinan (7):
B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12): Keterangan Status Perekaman
1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

Ditetapkan di ............cee., TANEEaL, wvvvevveen

3 avsssans

KTP-el (13): KPU/KIP KABUPATEN/KOTA ....cco.0ovrrirrerrn

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung

Ketua

R T T T —




HOMIS,

%

Model A.2.2-KWK J

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .....occomnirnmransannsansas / WAL KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ....ccoummmiinne

LIHANY

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN

Jumlah Pemilih A.1-KWK Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih

Mo | N Dasa/Kuiuratn s L ) P L ) P L ) P L 3 [ AT —

=l b il Bl bl Pl ol L b

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ........
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

2. Anggota...........

L AREROER..a 000 sisvaseseeienieeeaen

Anggota............

Anggota............

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
/ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ....oonnenrenesnnssesnes

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .......oecrueinaie

L Model A.2.1-KWK

TAHUN ......
OLEH PPS
PROVINSI KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA DESA/KELURAHAN ...
No. Nomor TPS Pemilih A.1-KWK Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih Keterangan
L P L+P P L+P L P L+P L P L+P
1.
z
3,
4.
L3
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ........
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Nama Tanda Tangan
1. Ketua............
2 Anggota...coc.
3. Anggota...........

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




WOMISy

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN

Model A.2.1-KWK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .......ocorvrennsees / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ...ooonsinnenaanseesceesnsnnn
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ........cccumnuanse
TAHUN ......
OLEH PPS
PROVINSI KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA DESA/KELURAHAN
[No. Nomor TPS Pemilih A.1-KWK Pemilih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih Keterangan
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
L.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ........
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Nama Tanda Tangan
1.Ketws...ooo... -~~~ s
LANEBO A enenss i
3. Anggota............

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ....oevvvrrvmnrer

TAHUN ......

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
wermnsanses | WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ...vvvvs v e s svnereeoe
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .......ccoes eernins

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

TPS

Model A.2-KWK

No

NIK

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Status

Perkawinan
B/S/P

Jenis
Kelamin

e

Alamat

Jalan/Dukuh

Rw

Disabilitas

Status Perekaman
KTP-el
B/S/K

Keterangan *)

10

11

12

13

14

[ B

)]

o oo I

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Keterangan Status
perkawinan (7) :

B : Belum Kawin
S: Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru

U : Ubah data

1: Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umur

: Pindah Domisili
: Tidak Dikenal

4
5
6 :TNI
7 : Polri
8

: Hilang ingatan

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

O [ 1. | o

Panitia Pemungutan Suara

Ketua




Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

Status Jenis Alamat =
No No KK NIK Nama Tempat Lahir T::zigral Perkawinan | Kelamin Disabilitas Pe:':rl;azan Keteranga:)
B/S/P L/p Jalan/Dukuh | Rt | Rw B/S/K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
Keterangan Status keterangan disabilitas (12):  Keterangan Status Perekaman *) Keterangan (14): 5 : Tidak Dikenal
perkawinan (7) : 1: Disabilitas Fisik KTP-el (13): B : Pemilih Baru 6 : TNI
B : Belum Kawin 2: Disabilitas Intelektual B : Belum Rekam U : Ubah data 7 : Polri
S : Kawin 3: Disabilitas Mental S : Sudah Rekam (Suket) 1: Meninggal 8 : Hilang ingatan
P : Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik K : Sudah Rekam (KTP-el) 2 :Ganda 9 : Hak Pilih Dicabut
3 : Dibawah Umur 10 : Bukan Penduduk
4 ; Pindah Domisili

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung




PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .........
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .........ccconnunnn

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

... { WALl KOTA DAN WAKIL WALI KOTA ... e

Model A.4-KWK

No

No KK

NIK

Status Jenis At

Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir |Perkawinan| Kelamin
B/S/P /e lalan/Dukuh

Rw

Disabilitas

Status Perekaman

KTP-el
B/5/K

Keterangan

10

11

12

13

14

[

& Jw N

w

o o [N o,

10

11

12

13

14

15

16

17

Keterangan Status

perkawinan (7):
B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12}):
1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung

Ditetapkan di ..................., Tanggal, ......cccoe, vevren
Panitia Pemungutan

Ketua

A ——

Suara




PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

| Model A 5- KWK

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)

........................ / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....................

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)...........

i L SRR, | . | (O Bulan......................

Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga

Nomor Induk Kependudukan
Nama Lengkap

Alamat Lengkap

 Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

L.
2.
3.

TPS
Desa/Kelurahan
Kecamatan

Alasan pindah memilih:

e

———

Menjalankan tugas

Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi

Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi

Menjalani rehabilitasi narkoba
Menjadi tahanan di rutan atau lapas

.. Tahun......... ,mengeluarkan Surat Pembentahuan

4. Kabupaten/Kota
5. Provinsi

Tugas belajar/ menempuh pendidikan
Pindah domisili
Tertimpa bencana alam

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

TPS **)

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota

Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupaten/Kota
Panitia Pemungutan Suara *)

s

Keterangan :
Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

Coret satu kolom yang tidak perlu

*%  Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan

*¥%) Pilih sesuai dengan ketentuan hak piJy




( f | Model ATokwk
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN \
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT] evcosninmssssssrsmansnsss | WALI KOTA DAN WAKIL WAL KOTA cocovemvnnerimssmnsssnesesens
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (..veovisanasens
TAMUN ......
PROVINSI KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA DESA/KELURAHAN
TPS
Status
Status lenis i Disa | Pereka
No No KK NIK Nama Tempat Lahir | Tanggal Lahir |Parkawinan | Kelamin bilit| man Keterangan
B/S/P e Jalan/Dukuh Rt |Rw | as | KTP-el
B/S/K
1 ] ] 4 5 6 7 [] 9 10 11|12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Keterangan Status keterangan disabllitas (12): Ketarangan Status Perekaman
perkawinan (7): 1: Disabllitas Fisik KTP-el (13): ) )
B Belum Kawln 2: Disabilitas Intelektual B : Belum Rekam Ditetapkan di ... Tanggal, ........ iy el
S : Kawin 3: Disabilitas Mental S : Sudah Rekam (Suket) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
P : Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik K : Sudah Rekam (KTP-el)

Halinan sesuai dengan aslinya

BEKRETARIAT JENDERAL

KOMIS! PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jdih.kpu.

Hal ... dari ...

id/sumbar/sijunjun

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2019

Ketua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN




Salinan sesuai dengan aslinya
KRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SE

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

mbar/sijunjun



